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ABSTRAK 

 

Pertumbuhan ekonomi mendorong pertumbuhan asuransi, dan pertumbuhan 

asuransi mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa rumusan masalah 

yaitu: Pertama: apakah perlindungan hukum konsumen dalam asuransi perkapalan 

(marine hull); Kedua: mengapa perlindungan hukum konsumen pada asuransi 

perkapalan belum terpenuhi; Ketiga: bagaimana upaya perlindungan hukum 

konsumen pada asuransi perkapalan (marine hull) sebagai upaya pengembangan 

ekonomi Indonesia. 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif dan empiris. Juga dikaitkan 

dengan beberapa putusan pengadilan dan perbandingan dengan beberapa negara 

terkait perlindungan hukum konsumen asuransi marine hull. Bahan hukum yang 

merupakan bahan dasar yang akan dijadikan acuan atau pijakan dalam penulisan 

ini. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan penelitian ini terdiri atas 

3 (tiga) bagian, yaitu: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.  

Hasil penelitian menghasilkan 3 (tiga) kesimpulan yaitu: Pertama: 

Perlindungan hukum konsumen dalam asuransi perkapalan (marine hull) yakni 

perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. 

Kedua: Alasan perlindungan hukum konsumen pada asuransi perkapalan belum 

terpenuhi karena dalam melakukan klaim asuransi marine hull banyak persyaratan 

yang harus dilakukan oleh penanggung seperti kerusakan kapal yang harus 

memenuhi unsur-unsur sebagai objek asuransi yang memiliki resiko asuransi. 

Selain itu tidak adanya kepastian hukum secara khusus yang mengatur 

perlindungan hukum konsumen pada asuransi perkapalan di Indonesia menghambat 

terpenuhinya perlindungan hukum konsumen pada asuransi perkapalan yang 

efektif. Ketiga: Upaya perlindungan hukum konsumen pada asuransi perkapalan 

(marine hull) sebagai upaya pengembangan ekonomi Indonesia melalui perjanjian 

dan dengan bentuk perlindungan berupa kontrak asuransi yang memiliki klausula 

baku yang adil dan melibatkan unsur-unsur dalam polis asuransi. Selanjutnya 

melakukan upaya hukum melalui Arbitrasi, LAPS-SJK yang diganti ke BANI 

karena LAPS SJK dibawah OJK menjadi conflict of interest dan menegaskan 

penunjukan Badan Arbitrase khususnya pada kasus-kasus perdata. 
 

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Asuransi, Marine Hull, Pengembangan 

Ekonomi Indonesia. 

 

Judul 

Disertasi: 

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Asuransi 

Perkapalan (Marine Hull Insurance) Sebagai Upaya 

Pengembangan Ekonomi Indonesia 
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ABSTRACT 

 

Legal protection for consumers in insurance agreements and practices as one of 

Indonesia's economic development efforts has been regulated in the Civil Code, the 

Commercial Code, Law No. 40 of 2014 concerning Insurance Business and the 

Consumer Protection Act. Each of these rules contains related to the legal 

protection of insurance agreements. Legal protection for insurance customers, the 

insurance (guarantor) will provide compensation to the insured (customer) in 

accordance with the methods and conditions contained in the policy. Against losses 

caused by guaranteed risks such as loss of property resulting from a hazard or 

disaster. Because general insurance companies have an obligation to 

pay/compensate losses to customers due to bankruptcy events within the insurance 

company, so as not to harm their customers. Consumer law protection in shipping 

insurance and based on comparative law in five countries (England, Singapore, 

Malasya, Philippine and Indonesia), the statement using English law in the wording 

of insurance policy agreements for areas in Indonesia is important to be updated 

as one of Indonesia's economic development efforts is a standard the wording of 

the shipping insurance policy must be changed to comply with Indonesian law. So 

that when a claim case occurs in Indonesia, the settlement of claims does not 

become multi-interpreted, blurred and there is legal certainty. 2) Efforts to protect 

consumer law on Marine Hull insurance through agreements and other measures 

in practice, namely legal protection given to customers for failed Marine Hull 

insurance claims due to non-transparency of information in insurance policies. 

insurance contracts that have standard clauses that are fair and involve elements 

in insurance policies, such as bargaining position, negotiation, and 

proportionality, balance. Furthermore, repressive legal protection is given under 

BANI to be more independent, and confirms the appointment of the Arbitration 

Board especially in civil cases. 3) Consumer law protection efforts for insurance in 

general and shipping insurance in particular as one of Indonesia's economic 

development efforts that consumer legal protection for marine hull insurance 

through agreements and other efforts in practice namely for law enforcement and 

legal certainty. 

 

Keywords: Consumer Legal Protection, Insurance, Marine Hull, Economic 

Development.
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ABSTRAK 

Judul Disertasi: Fungsi dan Tanggung Jawab Penilai Pertanahan Dalam Pengadaan 

Tanah Pada Proyek Strategis Nasional 

Penelitian ini membahas mengenai fungsi dan tanggung jawab penilai pertanahan dalam 

pengadaan tanah pada Proyek Strategis Nasional. Permasalahan pada penelitian ini adalah 1) Apakah 

fungsi dan tanggung jawab penilai dalam pengadaan tanah pada Proyek Strategi Nasional sudah 

mendapatkan perlindungan hukum; 2) Mengapa terjadi pro dan kontra dalam laporan hasil penilaian tim 

penilai dalam Proyek Strategis Nasional; dan 3) Bagaimana penerapan dan penyelesaian kasus- kasus 

dalam Proyek Strategis Nasional. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris yang 

merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam 

prilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum. Pendekatan yang dapat digunakan dalam 

penelitian hukum normatif-empiris meliputi: Pendekatan konseptual, Pendekatan perundang-undangan, 

Pendekatan kasus, Pendekatan sosiologi hukum. Adapun tanggung jawab penilai dalam pengadaan tanah 

pada Proyek Strategis Nasional adalah sebagai berikut:Penilai bertanggung jawab atas hasil penilaian 

dan/atau jasa yang diberikan,Penilai tidak mencampuradukkan dan/atau memuat kepentingan pribadi 

atas hasil penilaian,Penilai bertanggung jawab atas penandatanganan pernyataan Penilai dalam Laporan 

Penilaian. Hasil penilaian yang telah dituangkan dalam laporan penilaian dan telah disosialisasikan ke 

masyarakat yang terkena dampak pengadaan lahan dan instansi terkait tidak terlepas dari pro dan kontra 

terhadap hasil penilaian tersebut. Upaya Penyelesaian Sengketa secara umum bisa dilakukan dengan cara 

litigasi dan nonlitigasi, Cara litigasi adalah istilah dalam hukum mengenai penyelesaian sengketa melalui 

jalur pengadilan. Prosesnya dilakukan dengan penjabaran  informasi dan bukti terkait sengketa dan ketika 

dipersidangkan gunanya adalah untuk menghindari permasalahan yang tidak terduga di kemudian hari 

kemudian masalah sengketa tersebut nantinya akan diselesaikan dibawah naungan hukum. 

penyelesaian sengketa non-litigasi atau Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah sebuah upaya atau 

cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar Lembaga peradilan dengan beberapa cara yaitu cara 

arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peran 

Profesi Penilai dalam pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sesuai 

kewenangannya sangat jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam 

mengantisipasi kemungkinan masalah yang terjadi dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, 

dapat dilakukan dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (Penilai) yaitu peningkatan 

pengetahuan tentang manajemen risiko. Pada manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-

proses yaitu identifikasi risiko, evaluasi dan pengukuran risiko, dan pengelolaan risiko. Dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai Penilai, Penilai memerlukan regulator yang menaungi peran profesi 

Penilai. Pembuatan RUU Penilai merupakan peluang bagi profesi Penilai untuk menjadikan RUU Penilai 

pedoman atau standar dalam melakukan tugasnya, perlindungan dan kepastian hukum, optimalisasi 

penerimaan negara, serta mencegah krisis ekonomi. 

Kata Kunci: Penilai, Penilai Pertanahan, Pengadaan Tanah, Proyek Strategis Nasional. 
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ABSTRACT 

 
Title Dissertation: Functions and Responsibilities of Land Appraisers in Land Acquisition for 

National Strategic Projects 
 

This research discusses the functions and responsibilities of land appraisers in land acquisition 

for National Strategic Projects. The problems in this research are 1) Have the functions and 

responsibilities of appraisers in land acquisition for the National Strategy Project received legal 

protection; 2) Why are there pros and cons in the assessment report of the assessment team in the 

National Strategic Project; and 3) How to implement and resolve cases in National Strategic Projects. 

This research uses normative-empirical research which is an understanding of law in the sense of norms 

(rules) and the implementation of legal rules in real behavior as a result of the implementation of legal 

norms. Approaches that can be used innormative-empirical legal research include: Conceptual 

approach,  Statutory approach , Case approach,  Sociology of law approach .   The  responsibilities of 

the appraiser in  land acquisition  in the National Strategic Project  are as follows: The appraiser is 

responsible for the results of the appraisal and/or services  provided, The appraiser does not mix up 

and/or contain personal interests in the assessment results, The Appraiser is responsible for signing the 

Appraiser's statement in the Appraisal Report. The results of the assessment that have been  outlined in 

the  assessment report and  have been disseminated to communities affected by land acquisition and  

related agencies are inseparable from the pros and cons of the assessment results.  Dispute Resolution 

efforts in general can be done by means of litigation and  non-litigation, Litigation method is a term in 

law regarding dispute resolution through court channels. The process is carried out by elaborating 

information and evidence related to the dispute and when it is heard the point is to avoid unexpected 

problems in the future  then the  dispute problem will later be resolved under the auspices of the  law. 

non-litigation dispute resolution or Alternative Dispute Resolution (ADR) is an effort or way of 

resolving disputes carried out outside the judicial institution in several ways, namely arbitration  , 

consultation,  negotiation,  mediation, and conciliation. Conclusion of this research is that the role of 

the Appraiser Professional in procuring land for development in the public interest is very clear according 

to its authority as regulated in Law Number 19 of 2021 concerning the Implementation of Land 

Acquisition for Development in the Public Interest. In anticipating possible problems that may occur in 

Land Acquisition for Public Use, this can be done by increasing the capability of human resources 

(Appraisers), namely increasing knowledge about risk management. Risk management is basically 

carried out through processes, namely risk identification, risk evaluation and measurement, and risk 

management. In carrying out their duties as an Appraiser, the Appraiser needs a regulator who oversees 

the role of the Appraiser profession. The drafting of the Appraisal Bill is an opportunity for the Appraisal 

profession to make the Appraisal Bill a guide or standard in carrying out its duties, providing legal 

protection and certainty, optimizing state revenues, and preventing economic crises. 
 
 
 

Key Word  :Appraiser, Land Appraiser, Land Acquisition, National Strategic Project. 
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